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Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Kantor inspektorat Daerah
Nomor : 000.3.3/011.5/PPK/PRY/ 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannys adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada
hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat
Penuniukan Penyedia Barang/lasa (SPPRI Nomor 0002, 2/010 5/PPK/PRY /2025 tanggal 17
Maret 2025 . antara:

Narma : SUPRAYITNQ, ST

NIF 19770420 201101 1 003

Jabatan 1 Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di :  Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

yang bertindak unfuk dan afas nama Pemerinfah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah
Nomor 000.3.1/02 Tahun 2025 tentang Penunjukan Peiabat Pembuat Komitmen Untuk
Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Daerah selanjutnya discbut “Pejabat Penandatangan
Kontrak”, dengan:

Nama . HERU HERMANTQ, S.T
Jabatan . Direktur

Berkedudukarn di : Yogyakaria

Akia Notaris Nomor : 01

Tanggal : 07 September 2016

Notaris :  Sitt Indrati Rahayuningsih, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Waliyu Jati Pratama selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah

d.\ﬂo') 2 I Incdan I Indane Nomor } 3 shian 2020 tentano qrda Kera-
v-‘éa!. \,X.\Xahg‘uuu\dhc ROMNOE H anun LY si,h.ar.o wigna aliia,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku 11l tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —

Undang Nomor Z tahun 2017 tentang jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 2021 teniang Perubatian Peraturan Pemeriniah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun
2017 tentang jasa Konstruksi,

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah;



PARA FIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

{a) telah dilakukan proses pemilihan Penvedia yang lelah sesuat dengan Dokumen Pemilihan;

v

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat Penunjukan Penyedizan Barang/Jasa (SPPB]) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Inspekiorat Dacrah Kabupaten Kavanganyar
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjuinya disebut “Pekerjaan
Konstruksi™;

Fenyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Koritrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
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(&) Pejabat Penandatangan Konirak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
schubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) ielah membaca dan memahami secara penuh kefentuan Konirak ing;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka olch karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi (58065777)
Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memifiki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang Lingkup kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah meliputi :

I.  Peckerjaan Persiapan;

Il. Pekerjaan Tanah;

iil. Pekerjaan Beton;

IV, Pekerjaan Pasanpan;

V. Pekerjaan Kanopi

V1. Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)

WVIL Pekerjaan Perutup Lantai dan Dinding
VI Pckerjaan Railing, Pintu dan Jendela
X. Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan Interior

Pekerjaan Mekanikal;

XIIL Pekerjaan Elekctrikal
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Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER FEMBIAYAAN DAN FEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Fajak Fertambahan Nilai (FFN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran ierkoreksi pembuiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas
dan Harga adalah sebesar Rp.2.286.993.1687.,00 (Duz Milvar Dua Ratus Delapan Puluh
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3)
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Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah jawa
Tengah Cabang Utama rekening nomor : 1-038-00361.1 atas nama Penyedia : CV. Wahyu
Jati Pratama

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahikan dari Kondrak ind terdiri dari adendura Konitrak {apabila ada), Sural Perjargian,
Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat
Khusus Kontrak beserta lampiranva berupa lampiran A (daftar harea satuan timpang,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstrukst),
spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokuicn yang lain makd yang berlaku adalat ketentuan dalam dokumen yang tebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perianjian;
¢. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Konirak,
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f.  spesifikasi teknis dan gambar;
&. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada
negosiasi); dan
h. Daftar Kuantitas dan [1arga (Daftar Kuantitas dan 11arga Terkoreksi apabila ada koreksi
aritmatik).
Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Konirak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalara Syavat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Pufih) hari kalender:

Masa Pemelihiaraan ditentukan dalam Syarat-Sydrat Khiusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama
150 (Seratus Lima Pulufi) hari kalender.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai,

Karanganyar, 19 Maret 2025

Unfuk dan atas nama Untuk dan atas nama
CV. Wahyu Jati Pratama Pejabat Penandatangan Kontrak

Ce

HERU HERMANTO, $.T _ ,
Direktur NIP. 198X1030 200502 1 001
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

KETENTUAN UMUM

Definisi

Istilah-istilah vang digunakan dalam Syvarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan scbagai berikut.
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1.6

1.8

1.11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah vang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang meclakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan fain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Dafiar Kuaniitas dan Harga adalah dafiar kuaniitas
vang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya
kescluruhannya yang merupakan bagian  dari
penawaran.

Direksi Lapangan adalah fenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
nuntuk menandataneant Kontrak ferdiri dari 1 (satn)
orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak
dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak,

Harga Perkiraan Sendiri yang sclanjuinya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung keuntungan
dan Pajak Pertambahan Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP

adalah harga satu jenis pekerjaan terientu per satu
satuan tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kcrangka wak
ang sudah terinci berdasarkan Masa Pela ksauuan,
setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama
dan disepakatt dalam rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Konirak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
vang dilenlukan dalam Konlrak merjadi tidak dapal
dipenuhi.

Kegagalan Bangunan adalah suatn keadaan keruntithan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan
setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi sclanjutnya discbut Kontrak
adalah  keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Fejabat vang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan

‘
Lomstrolos:
AUl LAl

Kontrak Harga Satuan adalah Konirak dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
pertyelesaian seiuruh pekerjaan dalam batas wakiu yang
telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya
masih  bersifat  perkiraan  pada saat  Konirak
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dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

Masa Kontrak adalah jangka wakiu berlakunya Kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Konirak
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan  seluruh peker)aan terhitung sejak
Tu"wnl Xhl!u Ker ju . SR nx ’i(ﬂ?”.’:ﬂ Tu-nbodl
Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemelinaraan oleh Penyedia,
terhitung scjak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

sammnai '-h:unrun Tanaaal Panverghan Abhir Poabaviann,
ipa ggal renyerar na

Mata Pembayaran Utama adalash mata pembayaran
yang pokok dan pentmg yang nilai bobot kumulatxfnya
tinial 30% \ucnapau pui‘aﬁ pcxocu; dari scluruki milai
pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan
yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi
fahapan/urutan pekeriaan utama dan uraian/cara
keria dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat diperianggung jawabkan secara
teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat vang
dx'bcri kcwcnangan olch PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yvang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan

kemball suatu h“mrun ati.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam
suatu penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi yang
memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan
ferjadinya keteriambatan penyelesaian  pekerjaan
konstruksi dan  secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya  sebagaimana tercantum  dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perscorangan
vang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu,

Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan
usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk wmenandatangani Kontrak vang
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang secianjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/lembaga/Perangkat
Dacrah.

Peizbat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang



2. Penerapan

1.27

1.30

1.31

berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Konirak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga
teknis yang ditemipatkan sesuai penuzasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti  Pengadaan Barang/fasa di  seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah
jaminan  ferfulis  yang  dikeluarkan  oleh Bank
Umum/ Perusahaan Fenjaminan/ Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
uniuk mendorong ekspor indonesia.

Surat Perintah Muiai Kerja yang scianjutnya disingkat
SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal vang dinyatakan
pada SPMK yang ditcrbitkan olch Iojabat  yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal
serah terima pertama pekerjaan seiesai (Frovisional
Hznd Over/PHO) dinyatakan dalam Porita Acara Scrah
Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.,

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal
seran terima akmir pekerjaan selesai  {(Fimal Hamd
Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah
Terima AKhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
Tenaga Kerja Konmstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di sekior konstruksi yang meliputi ghli, teknisi
atau analis. dan operator.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Pevianjian.

3. Rahasa dan Hukum 2.1
3.2
4. Korespondensi 4.1
4.2

Rahasa Kontrak harus dalam bahasa Indongesia,

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing
digunakan Kontrak dalam bahasa Indoncsia.

tiukum yvang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tuiuan para pihak
vang tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
beardasarkan Kontrsk ind hamis dibust serars ferhalis



5. Wakil Sah Para Pihak

6. Larangan Korupsi,
Kolusi dan/atau
Nepotisme,
Penyalahgunaan
Wewenarng seria
Penipuan
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5.3

6.1

6.3

6.4

kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dﬂn/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan vang disvaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan
atau dxpezbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak
ini  oleh  Pejabai  vang  berwenang  uniuk
menandatangani Kontrak atau Penvedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh Wakit Sah Para Pihak alau
pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk
melakukan perubahan kontrak.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan
kepada masing-masing pthak.

Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan
pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian
oelaksanaan  pekevjaan, Direksi  lapangan  juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Berdasarkan ctika pengadaan barang/jasa pemerintah,

para pihak dilarang untuk:

1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun vang diketahui atau

craded Annad Aerova lnalraiéinm Aanone runcianda Terie
ganuy Gapas dluﬂtu SOTHRNEAN GONZan pongacaan ng

2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
dan/atau

3) mempuai dan/aiau menyampaikan secara iidak
penar aokumcn dan/atau keicrangan lain yang
disvaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.

Penyvedia menjamin bahwa vang bersangkutan tidak
pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas,

Fenyedia yang menurut penilaian Fejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak terbukii
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi  administratif oleh  Pejabat yang
berwenang uniuk menandatangani Konfrak sebagai
berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

C. sisd uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam,

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk  menandatangani
Kontrak kepada PA/KPA.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
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7. Asal Material/Bahan

8. Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengalihan Seluruh

Konirak

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

13. Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan

14. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekeriaan

nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan
yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan
komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

-]
b

Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan  diperoleh, antara lain fempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

7.3  Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan

5 'y 3
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

Penyedia diharapkan uniuk melakukan pencatatan keuangan
yang akurat dan sistematis schubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan
crkewajiban untuk membayar scmua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelalrsanaan Kontrak ini Semua pengeluaran perpajakan ini

........... =1 it<d
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10.1  Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolchkan

dalam hal porgantian nama Ponyedia, baik scbagal

akibat peleburan (mezger) maupun akibat lainnya.

10.2  Jika ketentuann di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk
menanaatangam Kontrak dan Penyema dikenakan

anksi schagaimana diatur dalam pq"z'_i
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Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pcianggamn
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selamia Masa Kontrak atau scketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan vang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruksi

13.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Konirak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan scsuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari
personei Fejabat vang berwenang uniuk
menandatangani  Kontrak  (Direksi Teknis) atau
Penyedia Jasa Perigawasan (Konsultan Pengawas),

el
W
i

Dalam  melaksanakan  kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan berfindak profesional. Jika tercantum dalam
SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel
Peiabat vang berwenang untuk  menandataneani
Kontrak dapat bertindak sebagat Wakil Sah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

14.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
dalam pelaksanaan pekeriaan sesuai Kontrak, untuk
pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara
mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekeriaan



15. Penemuan-penemuan

16. Akses ke Lokasi Keria

14.3

14.4
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Jika dalam pelaksanaan pekeriaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara vang tidak
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Konirak maka  Penyedia  berkewajiban  untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan
sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan
tidak berkeberatan (no objecfion) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan
sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung
jawabnya sesuai Kontrak.

Pengawas Pekerigan melaksanakan tugas dan

wewenang paling sedikit meliputi:

1) mengevaiuasi dan  menyelujul  rencana  muiu
pekeriaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;

Z) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;

.
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Pekerjaan Konstruksi sesuai deng.an ketentuan
dalam Kontrak;

4) memeriksa dan menilai mutu dan Keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir pckerjaan;

5) menghontikan  schiap  pekenjaan yang  tidak
memenuhi persyaratan; -

6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan
Pekeriaan  Konstruksi  sesuai  tugas dan
tanggungiawabmya;

7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal
14.3 vang akan mempengaruhi ketentuan atau
persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Penvedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini
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Peniyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak
vang berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai niiai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan
dikuasai olch nicgara.

16.1

16.2

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat
yang werwenang untuk menandatangani Kontrak,
Wakil Sah Pgjabat yang berwenang w“"k
menandatangani  Kontrak, Pengawas  Pekerjaan
dan/atau pithak yang mendapat izin dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi

kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang
atau akan dilaksanakan.

Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
kefersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penvedia



16.3

kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau
akibat personel Penyedia, maka:

4. Penyedia harus bertanggung  jawab  afas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat
pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan

yang muun?vud Ato!rdvnﬂ'wﬂ alah ataritag torbait

urituk p ﬂggunaam«idi‘ rambu, dan peturjuk;
¢. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya

ialur akses untuk digunakan oleh Penvedia harus

dxtang_gung Penyed\a, dan

d.  Peiabat vang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses
tersebut membutuhkan biava vyang lebih besar dari
biaya umum (overfiead) dalam Penawaran Penyedia,
maka Pejabal yang berwenang uniuk menandatangani
Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
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B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

17. Masa Konfrak Kontrak i berlaku efeknif sejak penandatangananan Surat
Perjaniian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penverahan
Akhir Pekerjaan dan hak dan kewsajiban Para Pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuihi.

B.1 Pelaksanaan Pekeriaan

- v

18. Penyerahan Lokasi Kerja
dan Personel

o

8.1

18.2

184
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Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan
lapangan bersama oleh para pihak.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja
sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum
dalam vencana penyerahan lokasi keria vang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatangananan Konirak, uniuk wmelaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.

Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang
selanjuinya akan dituangkan daiam addendum konirak.

Jika Fejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak hdaL dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada
Tang,gai Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan
dan terbukfi merupakan suatu hambatan yang
disebabkan oleh Pejabat vang berwenang untuk
menandatangan: Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan



13. Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)

20. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi
(RMPK)

18.6

121
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20.2

20.3

204
20.5

ketentuan sebagai berikut:
18.6.1 bukii sertifikat kompetensi:

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi;
atan

2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

18.6.2bukti  sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa
menghadirkan personel yang bersangkutan;

18.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekeriaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekeriaan vang
ditctapkan scbelumnya akan melewati batas tahun
anggaran;

18.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau

analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekeriaan; dan

18.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang
konsfruksi melalul sistem kerja prakiik/magang,
membahas paling sedikit terkait jumiah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti
sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak

meminta Pertyedia untuk mengganti personel yang
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka

waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
belas) hari kegja scjak tanggal penandatangananan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi kerja pertama kali.

Dalam SPMK dicantumkan scluruh lingkup pekerjaan

dan Tanggal Mulai Keria.

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan

menyerahkan RMPK  sebagai penjaminan dan

penzendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat

persiapan pelaksanaan Kontrak kemudian dibahas dan

disetujui oleh Pejabat vang berwenang untuk

menandatangani Konirak |

RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method
Statement ),

b, Rencana Pemeriksaan dan Penguijian/nspection
and Test Flan (1T

c. Pengendalian Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMFPK secara konsisien uniuk mencapai
nuty yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK
jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.



21. Rencans Keselamatan
Konstruksi (RKK)

22. Rapat Persiapan
Peiaksanaan Kontrak
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211

22.2

220

dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,
termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan

Tek 2a 2edak Al LR G

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak .

Persetujuan  Pejabat yang berwenang  untuk
menandaiangani  Konirak ierhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontralktual Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Konfrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disctujui olch Pejabat yang berwenang
untuk menandataneani Kontrak,

Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK
sesuai dengan kondist pekerjaan, jika terjadi perubahan
maka dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetijuan Peiabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Persetujnan  Peiabat  vang  herwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK
tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak

diteritkannya SPMK  dan  sebelum pelaksanaan

pekerjaan, Pejabat vang  berwenang  untuk
menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia,

UNnsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan

kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat

persiapan pelaksanaan Rontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:

1) RKK;

2Z) RMFK;

3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungatn (RKFFL} @apabila ada}; dan

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);

Rencana Kerja;

€. organisasi kerja;

lata cara pengaturan peiaksanaan pekerjaan

termasuk  permohonan  persetujuan memulai

pekeriaan;

e. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian
fentang meiode kerja vang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi: dan

f. hal-hal lain yang dianggap peria.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan

dalam Berita Acara Rapat Persiapan FPelaksanaan

Konfrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan

kontrak mongakibatkan porubahan isi Kontrak, maka

harus diiuangkan dalam adendum Konirak.

_S:'.



23. Mobilisasi

/Pemeriksaan Bersama

Z5. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

B.2 Pengendalian Waktu

23.1

[
ha

24.2

24.3

25.1
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Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti

alal P 1
Eloia o sriaars hoyrrd i e
FUIGRSANAan nonirax.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesual kebutuhan
dan Rencana Kerja vang disepakati saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperiukan dalam pelaksanaan pekerjaan, fermasuk
ingtalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang. dan
sebagzainya; dan/atau

¢. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobitisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan

mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan

dimensi kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Keria Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

berwenang uniuk menandatangani Konirak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail
ternadap kondisi iokasi pekerjaan uniuk setiap rencana
mata pembavaran, Tenaga Keria Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Muwlual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan
bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus ditnangkan dalam adendum Kontrak,

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti
ketentuan pasal 64 dan 65.

Daiam  pelaksanaan  pekerjaan  ini, Penyedia

berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi

dalam negeri dan fenaga kerja Indonesia untuk
pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai
dengan vang disampaikan pada saat penawaran.

Dalam pelaksaniaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku,

Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang

digunakan mengacu kepada dokumen:

a. formulir  rekapitulasi  perhitungan  Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan

b. daftar barang yang diimpor, uniuk barang yang
diimpor.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan

ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 25.2,

maka akan dikenakan sanksi sesuai  peraturan

perundangan yang berlaku.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia



paling lambat selama Masa Pelaksanaan vyang
dinyatakan dalam SSKK.
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Apabila  Penyedia  berpendapat  fidak  dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa FPelaksanaan
karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut  kepada Pejabai vang berwenang uniuk

enandatangani Kontrak, dengan disertal bukti-bukti
yang dapat dxbetujux Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani  Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengain membuat adendum Kontrak.

W

)
¢

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian Penvedia maka
Penyedia dikenakan denda,

27. Penundaan Oleh Pengawas FPekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Pegawas Pekerjaan Periyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap
perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

28. Rapat Pemantauan 281 Pengawas  Pekeriaan  atau Penyedia  dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantiauan dxselenggamkan umuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa

pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

28.2 Hasii rapat pemaniauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekeriaan dalam berita acara rapat, dan
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, ¢
rekamannya diserahkan kepada Pejabat  yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-
pihak yang menghadiri rapat.

28.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekeriaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
29. Peringatan Dini 29.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini

mungkm Fengawas Pekerjaan atas pcmstxwa atau
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pekerjaan, menaikkan Harga Konirak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi
tersebut di atas terhadap Harga Rontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh Penyedia.

29,2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan

Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
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peringatan secara tertulis atau memberlakukan
ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a.

Dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0% -
70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%

Daiam perfode {f {renicana fistk pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;

Daiam periode i {(rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi  fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian {show cause meeting/ SCM)

a.

(9

o

i

Pada saat Konirak dinyatakan kritis, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan laporan dari Pengawas Pekeriaan
memberikan  peringatan sccara  tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap L.

Dalam SCM Tahap |, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Konirak, Fengawas Pekerjaan dan
Penyedia membpahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam periode wakiu terieniu {uji coba pertama)
yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap L.

Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka
Pejabat vang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis 1 dan harcus diselenggarakan SCM ‘tahap Ul
yang wmembahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 1.

An-ﬂ‘n!n p.n-nv.m.'ha 233 aal pa;!d u}! coba }:{1:!133 maka

Pe)abat yang berwenang untuk menandatangani
Konfrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap 111
vang membahas dan  menyepakati  besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai olch Penyedia
dalam waktu tcrtentu (uji coba ketiga) vang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap [l
Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka
Pejabat vang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis 11 dan Pejabal yang berwenang unluk
menandatangani  Konfrak  dapat  melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekeriaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi
maka beriaku kefentuan SCM dari awal.



31. Pemberian Kesempatan

32.1
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Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai Masa FPelaksanaan berakhir, namun
Pejabal  yang berwenang  uniuk  menandalangani
Kontrak  menilai  bahwa  Penyedia  mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penvedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.

Hasil penilaian menjadi  dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan
a’el\aom: ‘h)v‘:};u“
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1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50

(lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
scbagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih
belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat:

a) Memberikan kesempatan kedua untuk
penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka
wakiu sesuai kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal
Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya,

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku Jaminan

"
Pelaksanaan {apabila ada)
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4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui
tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
ditarjutkan dengan pemutusan kontrak serta
pengenaan sanksi administratif dalam hal antara
lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak
dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyeiesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum
Kontrak yang didalamnya meng4tur:



8.3 Penyelesaian Kontrak
32. Serah Terima Pekerjaan

32.1

32.2
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32.5

32.6

1) waktu pemberian kesempatan penvelesaian
pekerjaan;

2} pengenaan sanksi denda keterfambatan kepada
Penyedia;

3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
dan

4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
poekerjaan yang  akan  dilanjutkan ke Tahun
Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian kesempatan

melampaui Tahun Anggaran,

Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai,
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara iertulis kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
serah terima pertama pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap
hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang
untuk nsenandamﬂgaﬂ‘: Keovisd s _zpdbzz.% dalam

whsaan anivaiaal Avwitsadaang A

pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Konfrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
mienandatangani Konfrak memeriniahikan Penyedia
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pckerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
renyedia menandaiangani Beriia Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan sebesar 35% (sembilan puluh
lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5%
(lima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembavaran dilakukan sebesar
100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia
harus menyerahkan jaminan Pemeliharaan sebesar 5%

(lima persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada
saal penyerahan pertama pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
permanen sclama 6 {enam) bulan, sedangkan urniuk
pekerjaan semi permanen sclama 3 {tiga) bulan dan
dapat melampaui Tahun Angearan. Lamanva Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.



33. Pengambilalihan

34. Gambar As Built dan

Pedoman Pengoperasian
dan Perawatan/

Pemeliharaan

B.4 Adendum
35. Perubahan Kontrak

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
penyerahan akhir pekerjaan.

32.10 Pejabat  yang berwenang uniuk  menandatangani
Konirak seteiah menerima pegajuan sebagaimana pasal
33.2 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperiukan) terhadap hasil pekerjaan.

3Z.11 Apabiia daiam pemeriksaan hasii pekerfaan, Penvedia
telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
keterituan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang unituk menandatangani Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan.

32.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Konirak yang belum dibayvar atau mengembaliikan
jaminan Pemeliharaan.

32.13 Apabila Penyedia fidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Konirak
dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang
uituk  menandatangani  Kowntrak dan  Penvedia
dikenakan sanksi sechagaimana diatur dalam pasal 43.3.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan

mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu

tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekeriaan.

34.1 FPenyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang
berwenang uniuk menandatangani Konirak Gambar
As-buift dan  pedoman = pengoperasian  dan
perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
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Apabila  Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat
vang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berhak menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.

W
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Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
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Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila

disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa

hal berikut meliputi:

1) perubahan pekeriaan;

2) perubahan Harga Kontrak;

3} perubahan jadwal pelaksanaan pekeriaan dan/atau
Masa Pelaksanaan;

4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan
utama; dan/atau

5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
adminisirasi.

35.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PN
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Pejabat/Panitia Penelifi Pelaksanaan Konirak menelifi




36. Perubahan Pekerjaan 36.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

spesifikast {cknis yang diteniukan dalam dokumen

Kontrak,  Pejabat  yang  berwenang  untuk

menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat

melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

menambah atau mengurangt volume yang

tercantum dalam Konfrak:

b. menambah dan/atau mengurangi  jenis
kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekeriaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
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Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan
seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada

perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak Peiabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak bersama Penvedia

dapat menyepakati perubahan pekeriaan yang meliputi:

a. menambah  dan/atau  mengurangi  jenis
kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau

> - .v -’ \v,--- =31 \»\c.-.
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

36.3 Feriniah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak secara
tertulls kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan vang tercantum dalam Kontrak awal.

36.4 Hasil negosiasi tersebut difuangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
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Dalam  hal perubahan pekeriaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.Z mengakibatkan

penambahan  Harga Kontrak, porubshan  Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga vyang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya angzaran.

Pernbahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) penyesuaian harga; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.
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37. Perubahan Harga

37.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
difaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan
lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal,
maka pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan
negosiasi,
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Apabila dari hasil ovaluasi ponawaran fordapat hanga
satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut
hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas
pekeriaan tambahan digunakan farga satuan

berdasarkan hasil negosiasi.
37.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk
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38. Perubashan jadwai
Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan

s
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Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka
Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga
satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penentuan harga satuan mata pembayaran baru
dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga

adaiah sebagai berikut:

a} hargs  yang forcantum  dalam Kontrak  dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya
lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

¢} penyesuaian harga satuan  diberlakukan raulat
bulan ke-13 (iiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan beriaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponern
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cosh
dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

€) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontrak awal/adendum Kontrak;

£} penyesuazian harga satuan  bagi  komponen
pekerjaan yang berasal dari Juar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut;

&) jenis pekeriaan baru dengan harga satuan baru
scbagai akibat adanya adendum Konirak dapat
dibcrikan penycsuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
tcriambat discbabkan olch kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal Konfrak dan
realisasi pekerjaan;

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga pada saat pelaksanaan.

Ketentuan lebih lanjut terkait penvesuaian harga diatur
dalam SSKK.

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

Perubahan  jadwal pelaksanaan  pekerjaan  dapat
diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Perparjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;
b, Peristiwa Kompensasi; dan/atau

® * > 1
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38.6

39. Perubahan personel 40.1
manajerial dan/atau
peralatan utama

40.5

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang
sama dengan waktu terhentinya Konirak akibat

;’1"‘{‘;'3 3 ¥ 'L"""“‘ i '}"5 ‘1 ¥ T Fhex ‘} ) . o 1 "' 1
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menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada
pasal 39.2 huruf a atau b.

Pejabat yang berwenang untuk merandatangani
Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Fer‘yed‘
dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perparjangan. jika Penyedia
lalai  untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat beker;a sama untuk
'z'u.,tg,;'.}z ke f-yzza-x}usii‘:‘iz" sésegera :}:L,x5zun, maka
keterlambatan seperti ini fidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

Pejabat wyang berwenang untuk menandatangani
Kontrak w-d”sav xan pertimbangan  Pengawas

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
mms teL.n menetsnkan 3{}& szaak V3 PeETY I.ja.‘gan
dan untuk berapa }ama

Persetuiuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau

Adendum Kontrak

Ji}&dx B;{hibh feristiwa i\UiH{J&:H'\i\I \Ciliﬂégd pc:n)cxc\amn
pekeriaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pua 3ariaan berdasarkan data penunjang. Pﬁjabﬁ{ yang

.
berwenang  untuk  menandatangani  Kontrak

berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekeriaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan
melatui adendur Kontrak.

Jika Pejabat vang berwenang untuk menandatangani

Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

3. mengabaikan pekeriaan yang mf:njadi mgamva

maka Penvedia befkewaii’tmi untuk mcnwaumn
1‘1161‘111‘1‘2&%3&;:111 iokasi k::x}c: dalam wamu 7 uu‘;un} hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak

Komrak memlax bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesual dengan spesifikasi
peralatan; dan/atau
tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban
dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

penggantx dan men_xamm peralatan utama tersebut

meningzatkan lokasi kerja dalam waktu 7 (ujub) hari

kalender sejak diminia oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Konfrak

Dalam hal penggantian Fersonel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama periu dilakukan, maka Penvedia




B.5 Keadaan Kahar
40. Keadaan Kahar
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40.6

40.1

40.3

40.
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40.6

konstruksi dan/atau peralatan vang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun.

Pejabat  yang berwenang  untuk  menandatangani
Konirak dapat menyetujui penempatan/ penggantian
Personel Manajerial dan/atau  Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat
rekornendasi dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial dan/atau Feraiatan
Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan difuangkan dalam adendurm kontrak.

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
3 Bx 3 4a b gas §om $53

: aged Aass Fata
perubahan Porsoncl nmua}ui‘;&i aansatau Ioraiatan

Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana

afam, bencana non atam, bencana sosial, pemogokan,
kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan
industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau

x’v P .- e %] b . -
kelalaian para pihak

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Fejabat vang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang teriadinya Keadaan
Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan

botontun

S-iiresciii -

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak menyadam atau seharusnya

et koo 1o P 54 = .L__._. e 3 e
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b. menvertakan bukti keadaan kahar; rizm
¢. menyerahkan hasil identifikast kewajtban dan

kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi
yatig berwenang sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan
dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan vang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat vang berwenang uniuk menandatangani
Kontrak meminta  Pengawas  Pekerjgan  untuk
melakukan  penelitian  terhadap  penvampaian
pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil
identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan
pasai 41.5

Daiam hal Kcadaan Kahar terbukti, kegagalan salah



40.13

40.14

janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada pasal 41.3. Kewapbsn vang dimaksud adalah

h)nn“j :‘\\.'t't-j:”")" gaan lvvu r’a r\a}:s\d‘v:dd.’z i‘i’{}‘\l !p

pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau
akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

Dalam 'hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan

pekerjaan dapat diheniikan. Penghentian Pekerjaan

karena Keadaan Kahar dapat bergifat

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila
akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekeriaan;

b. permancn apabila akibat Kcadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannva
pekerjaan.

¢. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak
pada bagian Pekerjaan; dan/atau

d. selyryhnya apabila Keadaan Kahar berdampak
terhadap keseluruhan Pekerjaan;

Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuail

pasal 40.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan

disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan

dalam perubahan Rencana Kerja Penvedia

Dalam hal pengheniian pekeriaan mencakup scluruh
pekerjaan {(baik sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan
kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila  akiba
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Penghentian  konirak scbagaimana pasal 40.10
dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan
disertat alasan penghentian kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.

Dalam hal ml;ﬂrc'mq'm I(nnfml_rdrlamutkqn ,para p;hal'
dapat meiakukan perubahan kontt‘ak Masa
Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang&ut‘angrwa
sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat
Keadan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat

melewati Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, iika Pejabat yang
berwenang  untuk  menandatangani  Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biava vang wajar sesuai dengan kondisi
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. l'enggantian biaya ini harus diatur dalam suatu
adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen,
para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak.
renyedia berhak uniuk menerima pembayaran sesuai
denean nrestasi atau kemaiuan hasil nekeriaan vane



pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan
hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Konirak

41, Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 40,

42. Pemutusan Konirak 42.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak atan
Penyedia.

4Z.Z Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebin dahuiu
memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke
pihak vang lain vang melakukan tindakan wanprestasi
kecuali telah ada putu:mm pidana.

42.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
peianggaran terseput berdaripak ferhadap kerugian
atas konstruksi, jiwa manusia, kesclamatan publik, dan
lingkungan dan  ditindakianiuti  dengan  surat
pernyataan wanprestasi dari pthak yang dirugikan

42.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang
berwenang unfuk menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara terfulis kepada Penyedia/Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak.

425 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah
satu pihak maka Peiabat vang berwenang untuk
mcnandatangani Kontrak membayar kcpada Penyedia
scsuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang teiah
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menycrahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat
vang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

43. Pemutusan Kontrakoleh 43.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Pejabat yang berwenang Undang—Undang Hukum Fertiafa, Pejabat  yang
untuk menandatangant borwenang  uniuk menandsiangant Konirak dapal
Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabﬂa:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proscs pu‘@adaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

h. nenm;&.u"n tent’m‘ pet vimpangan nr%edur
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa
dinvatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penvedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

Penyedia tidak memperfahankan beriakunya

Jaminan Pelaksanaan;

Papvadina Ialaifsidara anil Azlam melbabaanabae
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44, Pemutusan Kontrak oleh
Penyedia

43.2

43.3

434

43.5

h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Penvedia tidak

1 k] k
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walaupun diberikan kesempatan uniuk
menyelesaikan pekerjaan;

i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
setelah  diberikan  kesempatan menyelesaikan
pekeriaan;

j. Penyedia menghentikan peketjaan sclama 28 {dua

puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini

tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pckerjaan  scrta tanpa  porsctujuan  pongawas
pekerjaan; atau

Penyedia rmengalihkan selurub Kontrak bukan

dikarenakan pergantian nama Penyedia.

~

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan
sebelum pemutusan konirak;

2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka teriebih dahulu dicairkan
(apabila diberikan);

3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1} Pejabat yang berwenang untuk menandatangam
Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
terlebih dahulu mencaivkan Jaminan Pemeliharaan
sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai
perbaikan/ pemeliharaan; dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam,

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi
afau uang pencaivan Jaminan Pemeliharaan uniuk
membiayai pembiavaan/pemeliharaan maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
Pencairan Jaminan scbagaimana dimaksud pasal 43.2
dan pasal 43.4 discriaf dengan:

a. bukti kesalahan penvedia sesuai dengan ketentuan
Kontrak; dan
dokumen pendukung.

)

Pencairan jaminan scbagaimana dimaksud pada pasal
43.2 di afas, dicairkan dan disctorkan sesuai ketenfuan
dalam SSKK

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdma Penvedia dapat melakukan

332

vvvvv n hrvvllr .1 s b e

i
1) chabat yang bc:rwcnang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjiaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda polaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah
penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh

Aslanan) haw balendew



45. Pengakhiran Pekerjaan

46. Berakhirnya Kontrak

47. Peninggalan

untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan vang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

45.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan
dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan
oleh kesalahan para pihak;
2} pelaksanaan kontrak fidak dapat dilanjutkan akibat
keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

'S
)
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Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 45.1 dituangkan
dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari

Kontrak
Rontrax.

46.1  Pengakhiran  pelaksanaan Kontrak  dilakukan
berdasarkan kesepakatan pava pihak.

46.2 Kontrak berakhir apabils telah dilakukan pengakhiran
pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

46.3 Terperuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 46.2 adalah terkait
dengan pembavaran vang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak,

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di iokasi kerm setelah pemutusan
Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penvedia, dapat
dirnantaatkan sepenuhinya oleh Pejabat vang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tanpa kcwapban
perawatan/permeliharaan.  Pengambilan  kembali  semua
peninggalan terscbut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan
setelah  mempertimpangkan Kepentingan Pejabat  yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48, Hak dan Kewajiban
Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban vang harus
dﬂaksana}mn oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,

melirmais -
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a. Penyedia bertanggung jawab atas:
1. Pelaksanaan Kontrak;

Kualitas barang/jasa;

Ketepatan perhitungan jumlah atau volume

Ketepatan wakiu penyerahan; dan

Ketepatan tempat penyerahan.

b. menerima pembayaran uniuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga dan ketentuan vang felah ditetapkan
dalam Kontrak;

c. meminia fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesual ketentuan Kontrak;

d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pcjabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
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49. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan

Informasi

50. Hak Kekayaan
Intelektual

51. Penanggungan Risiko

f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menvediakan
tenaga ketja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke ata

e e B R terite aian

dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang  diperlukan untuk  pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Komirak:

2. memberikan keterangan-keterangan vang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

h. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
membceri perlindungan kepada sctiap orang yang berada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku,
penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses
produksi;

. meiaksanakan semua periniah Fengawas Fekerjaan yang
sesuai derigan Kewernangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini;

Jo hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia  tidak  diperkenankan  menggunakan  dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya

b » 1 b 1 b -
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lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar,
serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali
dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Konirak sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang discbabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekavaan Intelektual oleh Penvedia.

51.1 Penyedia berkewdjiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
vang berwenang untuk menandatangani Kontrak

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Feiabat  yang  berwenang  untuk
menandatangani Konirak beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan fersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan
klaim yang tirabul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan -
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja
konstriksi;

kehilangan atan kerusakan harta benda, dan cidera



52. Perlindungan Tenaga
Kerja

1o}
LI

3. Pemeliharaan
Lingkungan

54, Asurangi

51.2

|
—
R

51.4

52.1

)
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Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penverahan Akhir Pekerjaan, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk
tienandatangani Konirak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal
ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak

mencukupi maka biava vang timbul dan/atau selisih
biaya tctap ditanggung olch Penycdia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeriaan
atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Fenyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau
diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannva sendiri
Jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat

tindakan atau kelslaisn Panvedis
HnGaran aau Keiaan renyeaia.

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
mengikutsertakan Tenaza Kerjia Konstruksinya pada
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BFJS)
Keienagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran
BFS tfersebut sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

Penyedia  berkewajiban untuk  mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
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Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beseria
Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja

tersebuf.

Penyedia berkewsjiban untuk menvediakan kepada
sctiap Tenaga Ketja Konstruksinya perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia uniuk
melaporkan keoclakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penvedia waiib melaporkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Konirak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah keiadian,

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat keria dan membatasi gangguan

1. -

lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanva
sechubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

54.1

Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Fenyerahan Akhir Pekerjaan uniuk

nalbamasn /havano fmaraiatan wrano moemyninual moilra



55. Tindakan Penyedia yang
Mensyaratkan
Fersciujuan Pojabat
yang berwenang untuk
menandatangani
Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan

56. Laporan Hasil Pekerjaan

55.2

5
D
[~

56.1

56.3

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan
atas:

i. A‘Ul}i'kt’L{‘lf‘vtbb‘!)t‘ltl‘ 15&
1. segaia terhacap kecelakaan;
1. kerusakan akibat kecelakaan.

b. kehilangan; dan/atau

serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

o)

Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan 4i lokasi keria.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak,

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang

uniuk menandalangant Kontrak scbehim melaskukan

tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum
tercantum dalam Lampiran A 55KK;

b. menunjuk Personei Marwemx yang namanya fidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK:

¢. mengubah  atau  memutakhirkan  dokumen
penerapan SMKK;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
Penyedia berkewajmban untuk mendapatkan lebih

dah uly  oerse rux ¥ 3] ::n‘rg,{n\ e f%auw& ;’zjyﬂﬁmu“
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sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. melaksanakan .;etiap *ahapan pekerjaan

DCIUdbdi MH Iéricarnia KCle Ud[l HIC[U(JC hCIJd,

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

C. "l"!’ 'LU&'! rer b{.}”"l "a':a ;4? ’J...‘“'/ atau reratatan
Umma,

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

T

indakan lain dalam pasal 55.1 huruf d dan 55.2 huruf
d dituangkan dalam SSKK

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak untuk menetapkan volume pekeriaan atau
kegiatan vang telah dilaksanakan guna pembayaraii
hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan  pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasii pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan dilokasi pekeriaan dicatat sebagai bahan
!spomn harian pekexymn vang berisi rencana dan

1
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Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;

penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap
macam ugasnya,

jenis, jumiah dan kondisi peralatan;

Jjenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

keadaan cuaca termasulk hn!gn bhaniirdan mrlghurg

2L X 22 b Roas & 5.

alam lainnva vang bemengamh terhadap
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57. Kepemilikan Dokumen

58. Alih
Pengalaman/Keahlian

59. Pembayaran Denda

€0. Jaminan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.

56.4  Laporan mingguan ferdiri dari rangkuman laporan
harian dar berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjoikan.

56.5 Llaporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasii kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditoniolkan,

36.6 Lintuk merekam kegiatan pelaksanaan pekeriaan
konstruksi, Pejabat yang berwenang untu
menandatangani Kontrak dan Penvedia membuat foto-
foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di
lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

56.7  Laporan hasii pekerjaan dibuai oieh Fenyedia, diperiksa

oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabai
vang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak vang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Konirak. Penyedia paling lambat pada
wakfu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat
menyimpan 1 {(satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti
lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari
diatur dalam SSKK.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan
nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
prakiek/magang sesuai dengan jumiah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saa

Rapat Persiapan Penandatanganan Konirak.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Konirak ini,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran
prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak
menigurangi ianggung jawab konirakiual Penvedia.

60.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
ini dapat berupa bank garansi atau surefy bond.
Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan
harus dicairkan olch penerbit jaminan paling lambat 14
{empat  belas) hari keria setelah surat  perintah

ncairan  dari  Pejabat  yang rwenang  untuk
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60.5

60.7

60.3

60.10

60.11

oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak diterima.

Penerbit Jaminan sclain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas jasa
Keuangan (O}JK)
Penggunaan laminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka
dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

4. Bank Umiuny

Perusahaan Asuransi;

Perusahaan Penjaminan; atau

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor indonesia.

RO o

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat vang

berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah

diterbitkannya Surat Penunjukan Penvedia Barang/Jasa

(SPPB}]) sebelum dilakukan Penandatanganan Konirak

dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau

b, 5% {ima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah
80% {(delapan puluh persen) miai HPS,

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang
sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan  Tanggal Penyerahan Pertama  Pekeriaan
(Frovisional Hand Over/ PHO).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan seiclah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang
retensi scbesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak,
Jaminan ilang Muka diberikan ¥kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka yang besarannya
paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang
diterima Penvedia,

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesyal dengan sisa uang muka yang
diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang
sciak tanggal persetujuan pemberian uang muka
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(FHO).

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling
lambat 14 {empat belas) hari keria setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
- R - . < < N TS & muss ' ol
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D. HAK DAN KEWAJIBAN
KONTRAK
81. Hak dan Kewajiban
Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani
Kontrak

62. Fasilitas

63. Peristiwa Kompensasi

PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI

Hak-hak yang dimiliki seria kewajiban~ kewdjiban yang harus
dilaksanakan oleh Pejabat vang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak dalam wmelaksanakan Kontrak,
meliputi

4. mens;awasi dan memeriksa peketjaan yang dilaksanakan

...... L.'
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

,,,,,, = o w B

C. menerima hasil ycn\cx_,a&u sesuai ' Eil‘é‘& i
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang iercanium
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia uniuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Konirak; dan

f. menilai kinetja Penyedia.

o,

o

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) vang lercanium dalam SSKK
untuk kelancaran pelaksanan pekez jaan ini.

63.1  Peristiwa Kompenasasi dapat diberikan kepada Penycdia

vaitu:

a. Pejabat vang berwenang untuk menandatangani
Konirsk mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. Pe;abat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak memberikan gawibar-gatbar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke fokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;

€. Pejabai yang berwenang uriuk menandatangani

Koritrak menginstriksikan Kepada pihak Penyedia
unfuk melakukan pengujian tambahan vang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. FPejabat yang berwenang unfuk menandatangani
Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
peketjaan

5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

g
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Konirak memeriniahkan untuk mengatasx kondisi

tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang

disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang

berwenang unfuk menandatangani Konirak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluarar
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian
pekerjaan maka Pejabat vang berwenang untuk
mcnandatangani  Kontrak  berkewajiba untuk
membayar ganti rugi dan/atau membenkan
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63.5

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanva dapat
dibayarkan }ﬁm ber‘timarkan data penu njang dan
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kepada Pe)abat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian
nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diverikan

Jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kKompensasi yang dugukan olehi ?cnycam kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat
dibuktikan perlunva tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompcnsasi

Penvedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal
atau lalai untuk memberikan permgatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
64. Tenaga Kerja Konstruksi  64.1

85. Personei Manajeriai
dan/atau Peralatan
Utama

65.3

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada
pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi
kerja.

Tpngoz I(Pm'z Kongtruksi selain Percanel Mnnaim‘ia]

ysng bekex;s!akan beker_;a pada pekerjaan ini dan
L’tlu{ﬂ HE..HHEL\X NIII'H\J! .\LT’IIQLIL.'S/I t‘leu H‘dhd
Penyedia wajib memastikan mpenuhmya pemyammn

sertifikat  kompetensi  kerja sepanjang  Masa
Pelaksanaan.

Personel  Manajerial vang  ditempatkan  dan
dipekerjiakan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan
unituk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yaﬂé,
laik dan harus scsuai dengan yang fercantum dalam
Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Personei Mana}c&riai dapat xwaktwwakm digyaratkan
untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah, "

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

66. Harga Kontrak

66.1

66.2

)
=3
&

66.4

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

L 3 S 1 1 "
Kentrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan

pekerjaan dalam Konirak sebesar Har; a4 Konirak.
Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
1) beban paiak;

2) keuntungan dan bxaya overhead (biaya umum);

k] 3
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4) biaya penerapan SMKK.

Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Bcsaran Harga Konirak sesuai dengan penawaran yang
scbagaimana yang tciah diubah ferakhir kali scsuai

doisnnie Latacatennin datnime T7munbonnts



67. Pembayaran

.
I~

Uang Muka

a.

C.

£

i

Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga  kerja  konstruksi, pembayaran
uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.

Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan
paling tinggi Z0% (dua puiuh persen) dari Harga
Kontrak.

Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari
Harga Kontrak.

Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menverahkan Jaminan
Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.

Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan uang
muka secara tertulis kepada Pejabat vyang
perwenang utttuk menandatangani Konirak disertai
dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan  pekerjaan  sesuai  Kontrak dan
rencana pengermbaliannya.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran {5FF) cpada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f,
paling lambat 7 (fujuh) hari kcrja sctclah Jaminan
Uang Muka diterima.

Pengembalian uang rauka harvus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus perser).

Frestasi peketjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh Pejabat vyang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

a.

b.

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekeriaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
mecnandatangani Kontrak;

pcmhﬂya ran Jdilakukan tovhadap pa)’..’;?:t;i.;;_;m yang

sudah terpasang;

pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau
sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

Z) peralatan dan/atau bahan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan (material on site) yang
sudah dibayar scbelumnya;

3} denda (apabila ada);

4) pajak;dan/atau

5) uang refensi.



Acara  Serah  Terima  Pertama  Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk
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Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan perabayaran dari
Penyedia diterima harus sudah mengaijukan Surat
Permintaan Pembavaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat vyang
meminta  Penyedia  untuk  menyampaikan
perhitungan  prestasi  sementara  dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisthan,

Maztesial on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

a.

3

bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian

permanen dari hasii pekerjaan

bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan

uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian

dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

{1) berada di Iokasi pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;

Z) memiliki  seriifikat  uji  muiu  dari
pabrikan/produsen;

(3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi
yang dituniuk oleh produsen;

{4) disetuini oleh Peiabat vang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak sesuai  dengan
capaian fisik yang diterima;

(5) dilarang dipindahkan dari area Iokasi

pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh

pihak manapun; dan

keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan

sebelum  diserahierimakan  secara  satu

kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab

Penyedia.

sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak

diperiukan dalam hal peralatan dan/atau bahan

dibuat/dirakit oleh Penvedia;
besaran yang akan dibayarkan dari maferial on site
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besavan nilai pombavaran dan jonis meforizl on sife
dicanfumkan di dalam SSKK.

Denda dan Ganti Ruzgi

a.

Denda merupakan sanksi finansial vang dikenakan

kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan

dalam penyelesaian pelaksanaan pekeriaan, denda

keterlambatan dalam perbaikan Cacat Muiu, denda
= w s I $ ik aud & :
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68. Hari Keria
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menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena
terjadinya cidera janji/ wanpwestasx Besarnya
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ditimbulkan.

Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan
kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian
vekeriaan adalah:

1) 1%o (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN);
atau

2) 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak
{scbclum PPN);

sesuai vang ditetapkan dalam SSKK.
Besaran denda cacat wulu sebesar 1%o (satu
perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari
nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan
cacat mutu.
Besaran denda pelanggaran subkonirak sebesar
nilai pekeriaan subkontrak vang disubkontrakkan
tidak sesuai ketentuan.
Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga
dari  nilal tagihan yang terlambat  dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang beriaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepaniang telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;

Pembayaran denda dan/atau ganti rugi

dipcrhitungkan dalam  pombayaran  prestasi

pekerjaan.

Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga

Kontrak sefelah difuangkan dalam adendum

Konirak.

Pembayaran ganti mgi dilakukan oleh Peiabat vang

berwenang untuk menandatangani Kontrak,

apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.

Orang hari standar atau safu hari orang bekeria adalah
8 (delapan) jam terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif)
dan 1 {salu}; jJam imiiraghat,

Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara
kelentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

a.

b.

.Ci

fhvn albran lain 41 dalam }‘(\nhmf"
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Pe)aba yang berwenang untuk menandatar 1gant
Kontrak memberikan i izin; atau
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pcncuaali fidak dapat d"ﬂ]‘fua aiau  uriuk
kesclamatan/perlindungan  masyarakat, dimana
Penyedia harus segera memberitahukan ureensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Semua pekerja dibayar selama hari keria dan datanya
disimpan oleh Penvedia. Daftar pembavaran masing-



70. DC'iaﬁ;giltiau

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan
Femeriksaan

72. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh Pejabat

yang berwenang uniuk

684 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja
efekﬁf dan Jam kerja normal harus mengikuti ketentuan
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63.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja -efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.

69.1 FPembayaran angsuian prestasi peketjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan berita acara serah terima pertama
pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

69.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban unfuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Konirak berdasarkan hasil penelitian
tagihan oleh Perigawas Pekerjaan berkewajiban uniuk
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari keja terhitung
sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

o3 ks w3y ]

Vit 3 0at Yang bBorwe nang untuk muwuu.amhéam
Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penvedia
zazal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan sefiap Hasii Fekerjaan sesuai
dengan waktu vang telah ditetapkan.
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Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangeuhan hak pembavaran,
disertai  alasan-alasan  yang  jelas  mengenai
pcnangguhan terscbut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dafam jangka waktu tertentu.

70.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

70.4  Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani  Kontrak, penangguhan

"
pembayaran  akibat  keterlambatan  penyerahan

pekerj jaan dapat dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada Penyedia.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
perwenang melakukian pengawasan dan pemeriksaan ierhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk rmelakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekeriaan vang dilaksanakan oleh Penvedia.

72.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
metakukan pemxaxan sementara atas hasii pekerjaan



72.2  Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dan kemajuan fisik pekerjaan.

73. Pemeriksaan dan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pengujian Cacat Mutu Konirak atan Pengawas Pekerjaan akan memeriksa
setiap hasil pekerjiaan dan memberitahukan Fenyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.
Pejabat yang berwenang unfuk menandatangani
Kontrak  atau Pengawas  Fekerjaan  dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
rru:*ngungkapmn Cacat Mutu , serta menguji hasil
pckerjaan yang dianggap olch Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani  Kontrak atay  Peneawas
Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama
Masa Kontrak.

Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
pe:nril:’h 3 anu’-’ nir\e 31335 n Ext!guu:n pd ~34 ‘sin#n VA NG
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tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu
maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
petigujian tersebut. jika tidak ditemukan adanya Cacai
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompcnsasi.
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. Perbaikan Cacat Mutu 7 Pejabat _yduég, berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penvedia secera
setelah ditemukan Cacat Mutu  tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewsjiban untuk memperbaiki Cacat Mutu
dalam  jangka waktu yang dietapkan  dalam

pemberitahuan.
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Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
Jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang
verwenang  uniuk  menandatangani  Konirak,
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak uniuk secara langsung atau melalui pihak ketiga
yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak melakukan perbaikan
tcrscbut. Penycdia scgera sctclah mencrima klaim
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kotitrak secara tertutis berkewajlban untuk menggantl
biaya perbaikan tersebut. Pejabat vang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagithan Pcﬂvccim yang }a'suh tempo (1ika ada) atau uang
retensi atau pencairan Jaminan Femeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhituy gkém
sebagai utang Penyedia kepada Pejabat vang berwenang
untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

744 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat vang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama

masa pelaksanaan maka penvedia waiilh memperbaiki
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75. Kegagalan Bangunan a1
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN

pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai
diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang uniuk menandatangani Konirak selama
masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang
diterniiukan dan mengenakan denda keteriambaian
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat
mutu  sewaktu wmasa pemeliharaan dapat diputus
kontrak dan dikenakan sarnksi dafiar hitarm.

Iangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
ii Fh ’H“Mr{ ‘nfli"?ﬂ 'J"‘ﬂ&—' ﬂlﬁfi“ii{dﬂ ”ﬂ* ‘&" ;}"e 3‘ HL’AH .;i‘_(lﬂ
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dltetapk.an oleh” Pe;gbst vang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan
’lunkﬂ !a 1! Bth::ffﬁ \17_!-*33 '\-__nLT’31¥4n “aﬁ:ai‘ iz{i_éfi& :!}‘:.‘3!‘2
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melampaui Masa Pemeliharaan.

Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan

Penyedia bertanggung iawab atas Kegagalan Bangunan
selama Umur Konsiruksi yang tercantum dalam SSKK
tetapi tidak lebih dari 10 (sepulub) tahun, dan dalam
SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditefapkan apabiia rencana
Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan
yarg terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan
dalam SSKK.

P-Z'z'y dia ikﬁ.n&_}zu&f' urnituk melind théx

membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung lawab, kewailban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuniutan hukum, proses
pemeriksaan  hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap  Pejabai  yang  berwenang  untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian Pejabat vang berwenang untuk

.
menandatangani Kontrak) sehubungan d&ﬁ‘%c}ﬂ klaim

ey oz sue s me o

kenilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul
dari Kegazalan Bangunan,

Pejabat yang berwenang uniuk  menandatangani
Kontrak  maupun  Penvedia  berkewaiiban  untuk
menyimpan dan memelthara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama

Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lehih dari 10 (qppuh:h\ tahun.



perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
dengan Kontrak ini atau mterpremsmya selama atau

setelah pelaksanaan pek ;‘Jmm ini dengan prinsip dasar

musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

76.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu
kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau
sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

76.3 Selain ketentuan pada pasal 76.2 penyelesaian
perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan
melaluf:

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.

76.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa
untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama

1 . 3
DRI (BOAIIIFE RS FRar ko s E 33 Fher ’thl i o I G 5_\{ 3k H
MR AL WU VRGO tcAt\\osM J“"O epseeaii aan i uk./nu‘

oleh para pihak sebelum penandatang,amn kontirak.

77. likad Raik 77.1  Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam

Konirgk,

77.2 Fara pihak setuju uniuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak
merasa dirugikan, maka diupayakan iindakan yang
terbaik untul mengatasi keadaan tersebut



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam Ketentuan Data
SSUK
4.1&4.2  Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan  Kerja  Pejabat yang  berwenang  untuk
menandatangam Kontrak : Inspektorat Daerah

Nama . SUPRAYITNO, ST

Alamat » JLKH, Samanhudi, Komplek Perkantoran
Cangakan, Karanganyar

Website I

E-mail :  inspektorat_kra{@yahoo.com

Faksimili . (0271)495176,494425

Penyedia : CV. Wahyu jati Pratama

Nama . Heru Hermanto, ST
Alamat : Taman Suryowijayan Blok C no 4,
Gedong  Kiwo, Mantrijeron, Kota
Yogyakarta
E-mail : wahynjatipratama@eomail com
Faksimii : -
4.2&5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak:
Nama : SUPRAYITNQ, ST
Berdasarkan Surat Keputusan Surat
Keputusan Inspektur Daerah
Kabupayen Karanganvar  Nowor
000.3.1/04 Tahun 2024 tanggal 9
Januari 2024 tentang Penunjukan
PeJabat Pembuat Komitmen Untuk
Pengadaan Baranz / Jasa Pada
inspekiorat Daerah Kab. Karanganyar
Untuk Penyedia:
Nama o Heru Hermanio, ST
Jabatan i Direktur CV, Wahyu Jati Pratama
63b&63c Pencairan Jamingn dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
434 &43.6 Jaminan Kabupaten Karanganyar

25.1 Penggunaan  Peyedia jasa wajib menggunakan produk dalam negeri
Produksi dengan nilai TKDN minimal 73,87% (Tujuh Puluh Tiga
Dalam Negeri koma Delapan Puluh Tujuh persen)

a. Setelah pekerjaan selesai 100%, penvedia meminta PPK
untuk serah terima barang/jasa. PPK akan melakukan
evaluasi terhadap komitmen TKDN yang sebelumnya
dinyatakan oleh perusahddn pada sadat mengikuti tender.

b. PPK akan memeriksa barang/iasa yang diserahkan
kemudian menanda tangam' berita acara serah terima.

Pada saal acara serah h»-nn\: bar :zu—x’i:xvd Dcnnvefhn
raqa saat acara

[e g o4

melampirkan bukti-bukti terkait penggunaan produk
dalam negeri.
c. Apabila Penyedia tidak bisa memenuhi komitmen TKDN
iaka akan mendapaikan sanksi berupa
1. Pencantuman dalam daftar hitam dilakukan sesuai



26.1

32.8

37.7

44.2

35.3

55.3

57

Masa
Pelaksanaan

Masa
Pemeliharaan

Gambar  As
Built dan
Pedoman
Pengoperasian
dan
Ferawatan/
Pemeliharaan
Penyesnaian
Harga
Pembayaran
Tagihan

Kewaliban

Penyedla

Tindakan
renyedia yang
Mengsyaratkan

Persetujuan
Pejabat yang
berwenang
untuk
menandatang
ani Kontrak

Tindakan
Fenyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekeriaan

Kepemilikan
Dokumen

2. Denda administratif dikenakan apabila penvedia

Jasa melanggar ketentuan :

a. pengurangan pembayaran scbesar selisth antara
nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN
pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas
persen);

b. 3 {tiga) kali nilai Barang vang diimpor; dan
Pembavaran denda administratif dilakukan paling
lama 30 hari kerja sejak surat pengenaan sanksi
denda administratif ditetapkan dan disetorkan ke
Kas Daerah.

Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari
kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan
Puluh)  hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

Gawbar " As buill” diseralikan paling lambat 7 (Tujub) hari
kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

P

Penvesuaian harea tidak diberikan untuk paket kegiatan ini

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Fejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat
Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kel'engkapan
JJ&M'Y!L 14 p&.ﬂ..(f I.Jl!‘g \,dn U.}Jl\ uxpu‘m ' m:.a'? L{X{L{I'NJ UK.,H
Pejabat yang berwenang untuk menandaiangani Konirak .

Hak dan kewajiban Penyedia :

1. Mematuhi dan melaksanakan segala kev va;}ban akibat
dari audit BPKP atau tim auditor lainnva sesuai ketentuan
yang berlaku.

2. Melaksanakan petunjuk, arahan dari tim APIP Kabupaten
Karanganyar serta tim pengawasan internal lainnya
(Inspektorat)

Tidak Ada

Tidak Ada

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen

dan piranti lunak yang dihasiikan dari Fekerjaan Konstruksi
ini dencan namhatacean hanva untul nenalitian /ricat eatalah



62
83.1.{k}
67.1.(e)

70.2.(d)

67.3.(¢)

Fasilitas

Perisitwa

Kompensasi
Besaran Uang
Muka

Pembayaran
Prestas:
Pekeriaan

Pembayaran

Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada Penyedia oleh
Pejabat yang berweang untuk menandatangani Kontrak.

E
: WRar 1 A GM-

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh
per seratus) dari Harga Kontrak sesuai ketentuan perundang-
undangan vang berlaku.

Uang muka : 30 % X Kp. 2.286.993.167,31
: Rp. 686.097.950,19

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Mounth!y Certificate (MC)
Pembavaran dilakukan dengan transfer ke PT. Bank
Pembangunan Daearh Jawa Tengah Cabang Utama Nomor :
1.038.00361.1 Atas Nama CV. Wahyu Jati Pratama.
Perabayaran berdasarkan cara lersebul di atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
8) MC 1/ Buian I (Pertama)
Kepada penyedia barang/iasa dapat dibayarkan uang muka
sebesar 30% (empat puluh persen)y dari nilai kontrak.

b) MC I (Kedua) / Bulan II (Kedua)
Pembayaran MC 1I {Kedua) ini dibayarkan setflah djhuar
Laporan bulanan pekerjaan fisik sampai bulan ke Il denga
retensi sebesar 5%. Pembayaran dipotong uang muka.

¢} MC i (Ketiga) / Bulan 11l {Ketiga)
Pembayaran Termin i (Kedua) ini dibayarkan setelah dibuat
Laporan bulamn pelferjaan fisik sampm bulan ke m dengzan

TEiEnsi sepesar 5%. rcxuuayaiau ulpULUl% UATIK (TARE.

d) MC IV (Keempat) / Bulan IV (Keempat)
Pembavaran MC 1V (Keerapatl) wu dibavackan setelab dibuat
Laporan bulanan pekerjaan fisik sampai bulan ke IV dengan
retensi sebesar 5%. Pembavaran dipotong, uang, muka.

e) MCV (Kelima) / Bulan V (Kelima)
Pembayaran MC V (Kelima) seteiah dibuat Laporan buianan
nekeriaan fisik sampai hulan ke V dengan retensi sehesar 5%,
Pembayaran dipotong uang muka.
Pembayaran MC V {(Kelima) ini dibayarkan setelah dibuat
Laporan bulanan pekerjaan fisik sampai bulan ke V
pekerjaan fistk mencapai 100% vang dinyatakan dalam
Berita Acara Kemajuarn fisik pekerjaan dan Berita Acara Serah
Terima Pertama (PHO) dengan refensi sebesar 5%,
Penyedia wajih menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar
Rp. 191.995.950, 00 (Seratus Sembilan PFuluh Satu juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus
Lima Puluh Rupiat)y, masa bedaku jaminan p‘,mciiiuu‘m
selama 180 (seratus Delapan Puluh) hari terh itung mulai
serah  terima pertama pekerjaan (PHO), jaminan
pereltharaan dilerintkan oleh Bank

f) MC Akhir
Pembayaran MC Akhir ind dibayarkan setelah dibuat Berita
Acara Serah Terima Akhir (FHO).

Dokumen penunjang vang disyaratkan untuk mengajukan

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan -

1. Laporan prestasi pekeriaan (MC) beserta backup
quantify pekerjaat;

2. Rerita Acara Pembayaran:

Tidak ada pembayaran material on-site



dan/atau
Peralatan

67.4.(c)  Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
Keterlambatan hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari
Harga Kontrak (sebelum PPN),

75.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi
Konstruksi dan selama 10 Sepufuly tahun sejak Tanggal Penyerahan
Perfanggungan Akhir Pekerjaan.

terhadap b. Pertanggungan  terhadap  Kegagalan  Bangunan
Kegagalan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal

Bangunarn Penyerahan Akhir Pekerjaan.
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DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Fengalaman
Nama Personel Jabatan dalam Kerja Sertifikat r—
Manajerial Pekerjaan ini Profesional | Kompetensi Kerja -
(Tahun) |
Heru Hermanto, ST | Pelaksana 2 Tahun SKK  Pelaksana | Jenjang 4
Lapangan
Pekerjaan
Gedung Jenjang 4 |
Rizky Budi | Petugas QO Tahun SKK Petugas | 2763
Anggraini, ST Keselamatan Keselamatan
Konstruksi Konstrukst
Konstruksi
DAFTAR PERALATAN LU'TAMA
[ R Amamir : Cémdrra
Nama Feralatan h;f;k Kapasifas | jumiah | Kondisi Kepi::f;:fkan Keterangen
Utama .
Tipe
Dump Truck 6-8& m? 2 Unit Baik Milik scndiri | -
Concrete Mixer 500 Liter | 1 Unit | Baik Milik sendiri | -
Stamper KN/ | 1Unit | Baik Milik sendiri | -
5HP
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